
 

 | 73 

 

Mitra Pilar: Jurnal Pendidikan, Inovasi, dan Terapan Teknologi 

Dampak Desentralisasi Pendidikan Terhadap Mutu 

Sekolah: Analisis Perbandingan Indonesia dan Jepang 

Lauzer Zeral, Valda Tsabitha Priyani, Muktiningsih Nurjayadi*,  

Achmad Ridwan 

Magister Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta, Jl 

Rawamangun Muka No.1, Jakarta Timur 13220, Indonesia 

 

*Corresponding Email: muktiningsih@unj.ac.id 

Abstract 

Decentralization of education is an important policy to improve 

school quality by transferring authority, resources, and 

responsibilities from the central government to local governments 

and educational units so that education management is more 

responsive to local needs. However, its implementation has had 

varying impacts due to differences in institutional capacity, 

resources, and educational culture. This study aims to comparatively 

analyze the impact of education decentralization on school quality in 

Indonesia and Japan by examining the regulatory framework, the 

level of school autonomy, and educational governance practices. The 

research method uses a literature review with a descriptive-

comparative qualitative approach through policy analysis, official 

government documents, international agency reports, and relevant 

scientific articles. Data analysis was conducted using content and 

thematic analysis to identify patterns of relationships between 

decentralization configurations and school quality. The results show 

that educational decentralization in Indonesia is still dominated by 

the delegation of administrative authority and is highly dependent on 

fiscal capacity and regional institutional quality, so that its impact on 

improving learning quality and equalizing school quality has been 

inconsistent. In contrast, Japan implements decentralization within a 

strong national standard framework, supported by teacher 

professionalism, the capacity of local education councils, and a 

collaborative school culture, thereby maintaining high and relatively 

equitable education quality. This study concludes that the 

effectiveness of educational decentralization in improving school 

quality is largely determined by strengthening institutional capacity, 
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a consistent quality assurance system, and a sustainable professional 

culture.  

Keywords: comparative educational, education decentralization, 

education governance, school autonomy, school quality 

Abstrak  

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan penting untuk 

meningkatkan mutu sekolah melalui pengalihan kewenangan, 

sumber daya, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar pengelolaan 

pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, 

implementasinya menunjukkan dampak yang beragam akibat 

perbedaan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan 

budaya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

secara komparatif dampak desentralisasi pendidikan terhadap mutu 

sekolah di Indonesia dan Jepang dengan menelaah kerangka regulasi, 

tingkat otonomi sekolah, serta praktik tata kelola pendidikan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif-komparatif melalui analisis kebijakan, dokumen 

resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan artikel ilmiah 

yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dan 

analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara 

konfigurasi desentralisasi dan mutu sekolah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia masih 

didominasi oleh pelimpahan kewenangan administratif dan sangat 

bergantung pada kapasitas fiskal serta kualitas kelembagaan daerah, 

sehingga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran 

dan pemerataan mutu sekolah belum konsisten. Sebaliknya, Jepang 

menerapkan desentralisasi dalam kerangka standar nasional yang 

kuat, didukung oleh profesionalisme guru, kapasitas dewan 

pendidikan daerah, serta budaya sekolah yang kolaboratif, sehingga 

mampu mempertahankan mutu pendidikan yang tinggi dan relatif 

merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas desentralisasi 

pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah sangat ditentukan 

oleh penguatan kapasitas kelembagaan, sistem penjaminan mutu 

yang konsisten, dan budaya profesional yang berkelanjutan. 

Kata-kata kunci: desentralisasi pendidikan, mutu sekolah, otonomi 

sekolah, pendidikan komparatif, tata kelola pendidikan 

PENDAHULUAN 

Desentralisasi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sekolah, karena 

melibatkan pemindahan wewenang, sumber daya, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat 

ke entitas regional dan pendidikan, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang 

lebih responsif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan lokal (Sa’adah, 2019). 



 

| 75 

 

Mitra Pilar: Jurnal Pendidikan, Inovasi, dan Terapan Teknologi 

Dalam kerangka persaingan global dan ekonomi berbasis pengetahuan, lembaga pendidikan 

tidak hanya harus meningkatkan aksesibilitas tetapi juga meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran dan hasilnya. Akibatnya, struktur pemerintahan yang sangat terpusat tidak lagi 

dianggap cukup untuk mengakomodasi keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di 

tingkat akar rumput (Sánchez-Soriano et al., 2024). Desentralisasi bukan sekadar perubahan 

administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mendorong inovasi 

pendidikan, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan lokal, dan mengurangi 

ketimpangan kualitas antarwilayah dengan menerapkan administrasi yang lebih dekat 

dengan siswa dan komunitas (Sulistiawati et al., 2024).  

Sejak awal 2000-an, Indonesia telah menerapkan desentralisasi signifikan di sektor 

pendidikan melalui kebijakan otonomi daerah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 

yang secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kualitas layanan 

pendidikan secara nasional (Hidayat, 2016). Desentralisasi pendidikan di Indonesia 

dirancang secara sengaja untuk mendekatkan pengambilan keputusan, meningkatkan 

keterlibatan komunitas, dan mendorong inovasi sekolah, terutama dengan memperluas 

otonomi dalam pengelolaan kurikulum, keuangan, dan sumber daya manusia (May, 2023). 

Banyak studi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan pendidikan telah meningkatkan 

beberapa indikator output pendidikan dasar, termasuk durasi sekolah rata-rata, tingkat 

partisipasi, dan hasil belajar, meskipun ketimpangan kualitas regional tetap ada. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada kemampuan birokrasi 

lokal, kualitas kepemimpinan sekolah, dan ketersediaan sumber daya di tingkat regional, 

yang mengakibatkan hasil yang berbeda untuk kebijakan yang sama di berbagai wilayah 

(Iskandar, 2025).  

Dalam praktiknya, otonomi sekolah di Indonesia mendorong lembaga pendidikan untuk 

secara aktif mengelola kurikulum berdasarkan potensi lokal, mengembangkan program 

pengembangan karakter dan keterampilan abad ke-21, memperoleh dukungan komunitas, 

serta meningkatkan akuntabilitas internal melalui transparansi yang lebih besar dalam 

perencanaan dan pelaporan (Nuriyawati et al., 2025). Otonomi sekolah berkorelasi positif 

dengan peningkatan hasil belajar ketika didukung oleh kepemimpinan visioner, kemampuan 

manajemen guru yang memadai, kerangka kerja pemantauan dan penilaian yang kuat, serta 

dukungan keuangan dan regulasi yang berkelanjutan dari otoritas lokal. Di lokasi dengan 

kapasitas institusional dan sumber daya yang terbatas, desentralisasi dapat memperburuk 

ketimpangan kualitas antara sekolah yang melayani kelompok sosio ekonomi berkecukupan 

dan sekolah di wilayah kurang beruntung, akibat perbedaan signifikan dalam kemampuan 

mereka untuk menerapkan otonomi (Fardila et al., 2024).  

Masalah ini memicu pertanyaan penting tentang sejauh mana desain dan pelaksanaan 

desentralisasi pendidikan di Indonesia benar-benar mendorong tujuan peningkatan kualitas 

yang setara dan adil (Sa’adah, 2019). Berbeda dengan pengaturan di Indonesia, Jepang 
memiliki kerangka kerja administrasi pendidikan yang menyelaraskan persyaratan nasional 

yang kuat dengan pelaksanaan yang diawasi oleh dewan pendidikan lokal. Undang-undang 

pendidikan dasar dan peraturan terkaitnya secara jelas menggambarkan tanggung jawab 

pemerintah pusat yang mengawasi kurikulum nasional, standar kualitas, dan kerangka kerja 

pendanaan serta pemerintah daerah yang mengelola operasional sekolah, perekrutan, dan 

pengembangan profesional guru serta penyesuaian program pendidikan agar sesuai dengan 

karakteristik masyarakat setempat (Sato et al., 2021). Pendekatan ini menjaga standar 

minimum nasional yang konsisten untuk semua siswa di seluruh prefektur, sambil 

memungkinkan penyesuaian lokal melalui kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah, dan 

inovasi pedagogis yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas (Saito, 2020). Akibatnya, 
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Jepang berhasil mempertahankan kinerja tinggi dan relatif seragam di berbagai indikator 

kualitas pendidikan internasional, sambil tetap berkomitmen pada tujuan pembangunan 

berkelanjutan di bidang pendidikan.  

Pemilihan Indonesia dan Jepang sebagai objek perbandingan dalam penelitian desentralisasi 

pendidikan didasarkan pada berbagai faktor konseptual dan empiris. Kedua negara 

menganggap pendidikan dasar dan menengah sebagai fondasi pembangunan nasional dan 

sarana utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; namun, mereka telah 

mengadopsi konfigurasi yang berbeda terkait tingkat desentralisasi dan sifat otonomi 

sekolah. Jepang sering dianggap sebagai negara yang berhasil mempertahankan konsistensi 

kebijakan dari tingkat pusat hingga regional, memastikan standar nasional yang jelas, dan 

menjamin kualitas guru yang tinggi serta budaya sekolah yang kuat, sehingga mengurangi 

ketidakmerataan kualitas antar sekolah (Siami, 2025). Sebaliknya, Indonesia terus 

menghadapi masalah signifikan yang ditandai oleh perbedaan regional, kualitas guru yang 

tidak konsisten, dan pelaksanaan kebijakan yang tidak merata, sehingga dampak 

desentralisasi terhadap peningkatan kualitas sekolah menjadi lebih kompleks dan tidak linier 

(Luthfi et al., 2025).  

Analisis komparatif dampak desentralisasi pendidikan terhadap kualitas sekolah di Indonesia 

dan Jepang sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural, institusional, dan 

budaya yang mempengaruhi efektivitas otonomi sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan (Juharyanto et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak 

kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas sekolah di Indonesia dan Jepang, 

dengan membandingkan regulasi, otonomi sekolah, dan praktik administrasi pendidikan di 

kedua negara. Penelitian ini juga berfokus pada pengaruh delegasi wewenang dari 

pemerintah pusat ke daerah dan lembaga pendidikan terhadap proses pembelajaran, kinerja 

guru, dan hasil belajar siswa. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor struktural, 

institusional, dan budaya yang mempengaruhi efektivitas desentralisasi pendidikan dalam 

meningkatkan kualitas sekolah, dengan mengacu pada pengalaman Jepang. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur, dengan penekanan pada studi 

deskriptif komparatif melalui pendekatan kualitatif. Teknik kualitatif dipilih karena 

memudahkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap topik yang diteliti 

(Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini untuk berfokus pada analisis komprehensif 

terhadap kebijakan dan praktik desentralisasi pendidikan di Indonesia dan Jepang, serta 

korelasinya dengan kualitas sekolah. Data penelitian diperoleh melalui analisis terperinci 

terhadap peraturan pendidikan, kebijakan desentralisasi, publikasi resmi pemerintah, 

dokumen lembaga internasional, dan artikel ilmiah yang membahas otonomi sekolah dan 

kualitas pendidikan di kedua negara. Sumber sumber tersebut dipilih karena relevansinya 

dengan desentralisasi dan kualitas sekolah, kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat 

kebijakan (nasional, regional, dan sekolah) dan indikator kualitas (proses pembelajaran, 

kinerja guru, dan pencapaian belajar siswa).  

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis konten dan tematik, mencakup 

beberapa tahap: reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penyusunan temuan 

perbandingan (Lochmiller, 2021). Awalnya, data dari Indonesia dan Jepang dianalisis, 

diklasifikasikan, dan dikategorikan ke dalam kategori termasuk tingkat delegasi wewenang, 

jenis otonomi sekolah, kerangka akuntabilitas, dan indikator keunggulan sekolah. 

Perbandingan mendalam antara kedua negara dilakukan untuk mengidentifikasi kesamaan, 



 

| 77 

 

Mitra Pilar: Jurnal Pendidikan, Inovasi, dan Terapan Teknologi 

perbedaan, dan pola hubungan antara konfigurasi desentralisasi dan kualitas sekolah. 

Kredibilitas temuan ditegakkan melalui triangulasi sumber (menganalisis dokumen dan studi 

ilmiah yang beragam), perbandingan antar kasus, dan verifikasi koherensi logis antara data, 

interpretasi, dan kesimpulan, sehingga memastikan bahwa hasil studi komparatif kualitatif 

ini dapat diandalkan dan secara ilmiah valid. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerangka Desentralisasi Pendidikan di Indonesia dan Jepang 

Kerangka desentralisasi pendidikan di Indonesia dan Jepang menggambarkan pembagian 

wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan; namun, 

kerangka tersebut berkembang dalam konteks historis, struktur pemerintahan, dan budaya 

birokrasi yang berbeda, sehingga menghasilkan konfigurasi kebijakan yang berbeda. Di 

Indonesia, desentralisasi pendidikan merupakan bagian integral dari inisiatif otonomi daerah 

pasca-reformasi, yang memprioritaskan redistribusi wewenang dari pemerintah pusat ke 

entitas regional (Haba, 2020). Sebaliknya, di Jepang, desentralisasi disusun dalam kerangka 

negara kesatuan yang kokoh, bertujuan untuk mempertahankan standar nasional yang 

konsisten sambil memperbolehkan adaptasi lokal (Sa’adah, 2020). Perbedaan konteks ini 
mempengaruhi pembentukan aturan pendidikan, institusi, pendanaan, dan akuntabilitas di 

kedua negara. 

Di Indonesia, desentralisasi pendidikan didasarkan pada undang-undang otonomi daerah 

yang menunjuk pemerintah kabupaten dan kota sebagai entitas utama yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah, sementara pemerintah pusat 

mempertahankan wewenang strategis atas standar nasional, kurikulum inti, dan sistem 

evaluasi (Andrea, 2020). Kantor pendidikan daerah berfungsi sebagai perantara antara 

kebijakan pusat dan praktik sekolah, memungkinkan formulasi kebijakan yang sesuai dengan 

kondisi lokal. Efektivitas kerangka kerja ini sangat bergantung pada kemampuan teknis dan 

dedikasi birokrasi lokal, sehingga implementasi desentralisasi seringkali bersifat 

administratif dan belum sepenuhnya mendorong transformasi pedagogis di tingkat sekolah 

(Kader, 2025).  

Indonesia telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat unit pendidikan sebagai 

metode desentralisasi mikro, memberikan sekolah tanggung jawab untuk mengawasi 

perencanaan program, pengelolaan anggaran, dan pengembangan kurikulum operasional 

(Sari, 2025). Sekolah secara fundamental dianggap sebagai elemen penting dalam 

meningkatkan kualitas, dengan kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pendidikan dan 

guru sebagai pengambil keputusan profesional (Ayumi, 2025). Namun, otonomi ini dibatasi 

oleh undang-undang tenaga kerja yang terpusat dan ketergantungan finansial pada transfer 

pusat, sehingga fleksibilitas sekolah seringkali tidak memiliki kapasitas nyata untuk 

mengelola sumber daya manusia dan pembelajaran secara mandiri (Afandi, 2022).  

Struktur desentralisasi pendidikan di Jepang dibentuk melalui bentuk tata kelola bersama 

yang menyeimbangkan pengawasan nasional dan otonomi lokal. Pemerintah federal, melalui 

MEXT, menetapkan standar nasional yang ketat, termasuk Kurikulum, sementara dewan 

pendidikan prefektur dan kota memiliki tanggung jawab luas dalam administrasi sekolah, 

pengawasan guru, dan pelaksanaan kebijakan (Yamamoto, 2016). Kerangka kerja ini 

mendorong desentralisasi administratif yang kuat di tingkat lokal sambil mempertahankan 

konsistensi kualitas nasional, karena otonomi sekolah beroperasi dalam norma yang 

ditetapkan dan didukung oleh kemampuan institusional yang mapan. 
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Jepang menerapkan desentralisasi dalam sistem pendidikannya, dengan menekankan 

profesionalisme guru dan budaya kolaborasi. Kepala sekolah dan guru memiliki otonomi 

yang signifikan untuk merancang pembelajaran, menciptakan pelatihan khusus sekolah, dan 

memupuk budaya refleksi dan peningkatan berkelanjutan, semua sambil mematuhi standar 

nasional (Badawi, 2025). Kerangka kerja keuangan dan akuntabilitas yang kuat, didukung 

oleh pengawasan profesional dan penilaian internal sekolah, memungkinkan desentralisasi 

berfungsi sebagai sarana adaptasi lokal yang meningkatkan kualitas pendidikan tanpa 

menimbulkan ketidaksetaraan regional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas 

desentralisasi tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kewenangan, tetapi juga oleh konsistensi 

pembentukan kebijakan, kemampuan institusional, dan etos profesional yang mendasarinya. 

Dampak Desentralisasi terhadap Mutu Sekolah 

Pengaruh desentralisasi terhadap kualitas pendidikan bersifat multifaset, karena berkaitan 

dengan kerangka kerja tata kelola, metode manajemen di tingkat institusi, dan pengalaman 

belajar siswa di dalam kelas. Desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan proses 

pengambilan keputusan di tingkat regional dan sekolah, sehingga meningkatkan 

responsivitas kebijakan dan program terhadap kebutuhan lokal dan karakteristik siswa 

(Sulistiawati, 2024). Dalam konteks ini, kualitas sekolah tidak hanya dinilai berdasarkan 

prestasi akademik, tetapi juga berdasarkan efektivitas proses pembelajaran, profesionalisme 

guru, kepemimpinan kepala sekolah, atmosfer sekolah, dan kemampuan lembaga pendidikan 

untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan zaman.  

Desentralisasi, jika dipadukan dengan pembangunan kapasitas dan mekanisme akuntabilitas 

yang kuat, umumnya menawarkan peluang signifikan untuk peningkatan kualitas; namun, 

jika hanya mendistribusikan tanggung jawab tanpa memperkuat kapasitas, kualitas 

pendidikan dapat stagnan atau menjadi semakin tidak merata antar wilayah. Desentralisasi 

mendorong otonomi dalam proses pembelajaran dan manajemen kelas, memungkinkan 

sekolah dan pendidik untuk menciptakan kurikulum, teknik pengajaran, dan kegiatan 

pengayaan yang lebih relevan dengan konteks lokal. Lembaga pendidikan dapat 

memodifikasi kurikulum lokal, memanfaatkan potensi lingkungan sekitar, dan menerapkan 

metode pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Peningkatan 

manajemen berbasis sekolah mendorong partisipasi guru dalam pengembangan program, 

penciptaan sumber daya pengajaran yang lebih relevan, dan inovasi pedagogis di dalam 

kelas. Namun, efek positif ini sangat bergantung pada kompetensi pedagogis dan profesional 

pendidik (Sudiati, 2025).  

Dalam konteks dengan kapasitas guru yang terbatas atau bantuan pelatihan yang tidak 

memadai, otonomi dapat menyebabkan praktik pembelajaran dengan kualitas yang tidak 

konsisten dan tanpa norma yang jelas, sehingga memperlebar kesenjangan antara sekolah 

dan kelas. Dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia dan tata kelola, 

desentralisasi mempengaruhi efektivitas pendidik dan administrator dengan mengubah 

praktik perekrutan, penempatan, pengawasan, dan pengembangan karier (Muniroh, 2017).  

Desain optimal memberikan wewenang yang lebih besar di tingkat regional dan sekolah, 

memfasilitasi penempatan guru yang lebih tepat, memperkuat posisi kepala sekolah sebagai 

pemimpin instruksional, dan memungkinkan penilaian kinerja yang lebih akurat 

mencerminkan praktik nyata (Kader, 2025). Hal ini dapat memupuk budaya profesional, 

komunitas belajar kolaboratif di antara pendidik, dan perencanaan peningkatan kualitas 

strategis yang didasarkan pada data hasil belajar dan kebutuhan siswa. Di daerah yang 

ditandai dengan institusi lemah dan praktik birokrasi patrimonial, desentralisasi dapat 
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melibatkan sekolah dalam dinamika politik lokal, seperti penunjukan kepala sekolah atau 

alokasi program, sehingga mengaburkan penekanan pada kualitas demi kepentingan jangka 

pendek. Akibatnya, meskipun ada peningkatan otonomi secara hukum, kualitas pembelajaran 

tetap largely unchanged dalam praktik. 

Desentralisasi seringkali menghasilkan dampak ambigu terkait hasil dan ketimpangan 

kualitas. Wilayah dan sekolah yang memiliki kemampuan fiskal, manajerial, dan budaya 

yang kuat biasanya memanfaatkan otonomi untuk meningkatkan hasil pembelajaran, 

mendiversifikasi program, dan meningkatkan lingkungan sekolah, seperti yang terlihat dari 

metrik seperti skor penilaian, tingkat kelulusan, dan partisipasi dalam pendidikan lanjutan 

(Ramdan, 2025). Sebaliknya, tempat-tempat yang kekurangan sumber daya dan kemampuan 

administratif kesulitan mengelola masalah pendidikan yang semakin kompleks, sehingga 

pencapaian standar dasar pun menjadi sulit. Sistem keadilan nasional dan jaminan kualitas 

yang lemah dapat memperburuk ketimpangan antara sekolah-sekolah maju dan miskin 

melalui desentralisasi. Dampak desentralisasi terhadap kualitas sekolah tidak dapat 

dievaluasi hanya berdasarkan tingkat transfer wewenang; hal ini harus dipahami sebagai 

hasil interaksi antara otonomi, kapasitas institusional, sistem akuntabilitas, dan lingkungan 

sosio-ekonomi lembaga pendidikan. 

Faktor Struktural, Kelembagaan, dan Kultural  

Faktor struktural, institusional, dan budaya membentuk kerangka kontekstual yang secara 

signifikan mempengaruhi apakah desentralisasi pendidikan akan meningkatkan kualitas 

sekolah atau menimbulkan tantangan baru. Pertimbangan struktural berkaitan dengan 

kerangka kerja tata kelola yang komprehensif, pembagian wewenang, pengaturan keuangan, 

dan kondisi objektif lainnya yang sulit diubah dalam waktu dekat. Delegasi tanggung jawab 

pendidikan dari pemerintah pusat ke tingkat regional dan sekolah saling terkait dengan 

kemampuan fiskal regional, kecukupan infrastruktur dasar, dan pembagian fungsi yang jelas 

antar tingkatan pemerintahan (Fitriyah, 2017). Ketika struktur kekuasaan tidak terstruktur 

dan sumber daya keuangan dialokasikan secara tidak proporsional, sekolah di daerah kaya 

dan miskin akan menerapkan desentralisasi secara berbeda, berpotensi memperlebar 

ketimpangan dalam kualitas layanan pendidikan. 

Aspek institusional menekankan kualitas organisasi yang mengawasi pendidikan, baik di 

tingkat pemerintah daerah maupun sekolah. Lembaga pendidikan yang menggunakan 

perencanaan berbasis data, anggaran jelas, dan pemantauan sistematis lebih berhasil 

mengubah otonomi menjadi peningkatan kualitas. Di sekolah, kekuatan institusional terlihat 

dari kepemimpinan kepala sekolah, struktur dewan guru, dan prosedur standar untuk 

perencanaan dan penilaian pembelajaran. Tanpa kerangka institusional yang kuat, otonomi 

justru memperburuk beban administratif dan mengurangi fokus pada kualitas pembelajaran 

(Aryanti, 2020). 

Budaya sekolah yang profesional dan kolaboratif melihat otonomi sebagai peluang untuk 

inovasi dan peningkatan metode pedagogis, dengan pendidik terlibat dalam diskusi dan 

refleksi (Schenke, 2019). Sebaliknya, budaya birokrasi yang hanya berfokus pada kepatuhan 

menganggap otonomi sebagai tugas tanpa inisiatif, menghambat inovasi. Budaya komunitas 

yang aktif memprioritaskan pendidikan meningkatkan tanggung jawab horizontal di antara 

anggota sekolah. Sementara itu, lingkungan sosial yang kurang mendukung atau tidak 

beruntung menyebabkan sekolah beroperasi dengan otonomi yang lebih besar. 

Ketiga elemen ini tidak beroperasi secara terpisah; sebaliknya, mereka berinteraksi dan 

menciptakan konfigurasi unik di setiap lokasi dan lembaga pendidikan. Desentralisasi 
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seringkali meningkatkan kualitas ketika delegasi wewenang dan sumber daya (struktural) 

dipadukan dengan organisasi yang mahir dalam manajemen dan akuntabilitas (institusional) 

serta budaya profesional dan partisipatif yang mendorong perubahan (budaya). Sebaliknya, 

delegasi wewenang di tengah kapasitas ekonomi yang tidak memadai, administrasi 

pendidikan yang tidak efektif, dan budaya patronase akan menjadikan desentralisasi sekadar 

transfer tanggung jawab tanpa peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas sekolah pasca-

desentralisasi lebih dipengaruhi oleh perpaduan struktur, institusi, dan budaya daripada 

desain regulasi semata (Ngongira, 2020). 

Pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang elemen-elemen struktural, 

institusional, dan budaya ini memaksa pembuat kebijakan untuk mengubah kerangka 

kekuasaan sambil secara bersamaan meningkatkan kapasitas institusional dan 

mentransformasi budaya pendidikan. Intervensi yang diperlukan tidak hanya mencakup 

amandemen legislatif atau program tambahan, tetapi juga reformasi tata kelola yang 

mencakup pembiayaan yang adil, peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah dan 

administrator sekolah, serta pembentukan etos profesional di kalangan pendidik dan 

pemimpin sekolah (Ashari, 2024). Dalam konteks ini, desentralisasi seharusnya tidak 

dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat yang hanya efektif jika didukung 

oleh kerangka kerja yang adil, institusi yang kuat, dan budaya pendidikan yang dinamis. 

Integrasi Komparatif dan Pelajaran Kebijakan 

Analisis perbandingan desentralisasi pendidikan di Indonesia dan Jepang menunjukkan 

bahwa perbedaan utama tidak hanya terletak pada tingkat kewenangan yang diberikan, tetapi 

juga pada cara delegasi tersebut dikontekstualisasikan oleh norma nasional, kapasitas 

institusional, dan budaya profesional. Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang cepat, 

memberikan otonomi yang signifikan kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam 

mengelola layanan pendidikan, sedangkan Jepang mempertahankan standar nasional yang 

kuat dan seragam, didukung oleh desentralisasi administratif melalui dewan pendidikan lokal 

dan otonomi pedagogis di tingkat sekolah, yang didasarkan pada profesionalisme guru. 

Perbedaan ini menjelaskan mengapa variasi kualitas antara wilayah dan sekolah di Indonesia 

seringkali lebih mencolok, sedangkan Jepang berhasil mempertahankan kualitas tinggi dan 

konsisten sambil memperbolehkan adaptasi lokal. 

Desentralisasi di Indonesia telah menghasilkan hasil yang campur aduk terkait kualitas 

sekolah: beberapa wilayah dan sekolah telah memanfaatkan otonomi mereka secara efektif 

untuk meningkatkan proses belajar, meningkatkan kinerja guru, dan mendorong prestasi 

akademik, sementara yang lain tertinggal akibat keterbatasan keuangan, kelemahan 

birokrasi, dan kapasitas manajerial yang tidak memadai di tingkat sekolah (Sulistiawati et 

al., 2024). Di Jepang, kerangka desentralisasi, yang beroperasi dalam standar nasional dan 

pengawasan profesional, menekankan otonomi yang bertujuan untuk meningkatkan budaya 

sekolah, memajukan pembelajaran, dan membimbing pendidik secara kolaboratif. 

Akibatnya, desentralisasi di Indonesia tampak “berwajah dua,” bergantung pada situasi, 
sementara di Jepang lebih teratur karena kerangka institusional dan budaya kerja yang sudah 

ada.  

Wawasan kebijakan yang dipetik dari pengalaman Jepang untuk Indonesia tidak berarti 

replikasi lengkap model tersebut, melainkan adaptasi konsep-konsep relevan ke lingkungan 

lokal. Peningkatan standar nasional yang eksplisit namun adaptif seperti kerangka 

kompetensi, kurikulum nasional yang fleksibel, dan sistem penilaian komprehensif harus 

sejalan dengan otonomi regional dan institusional untuk memastikan inovasi mematuhi 
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standar kualitas minimum. Kedua, kapasitas institusional pemerintah daerah dan lembaga 

pendidikan harus ditingkatkan secara sistematis melalui inisiatif pembimbingan, 

pengembangan data dan perencanaan berbasis bukti, serta profesionalisasi kepala sekolah 

dan pengawas, memastikan otonomi melampaui sekadar delegasi tanggung jawab 

administratif (Shaw, 2018). 

Ketiga, konsep desentralisasi harus dilengkapi dengan kebijakan kesetaraan dan jaminan 

kualitas yang ditingkatkan untuk mencegah memperlebar kesenjangan antar wilayah dan 

sekolah. Hal ini mencakup sistem pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kapasitas regional, insentif bagi wilayah dan sekolah yang mencapai perbaikan kualitas 

berkelanjutan, serta bantuan terarah bagi wilayah yang kurang beruntung untuk membantu 

mereka memenuhi standar layanan pendidikan minimum (Kalele et al., 2023). Selain itu, 

menumbuhkan budaya profesional dan partisipatif di kalangan pendidik, administrator, dan 

masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa akuntabilitas tidak hanya berlaku secara 

vertikal terhadap birokrasi, tetapi juga secara horizontal terhadap orang tua dan masyarakat. 

Melalui integrasi standar yang ditingkatkan, kapasitas, kesetaraan, dan budaya profesional, 

desentralisasi dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai alat strategis untuk meningkatkan 

kualitas sekolah, bukan sekadar perubahan struktural yang superficial dalam sistem 

kekuasaan. 

Keterbatasan Desentralisasi dan Implikasi Keberlanjutan Kebijakan 

Batasan-batasan desentralisasi pendidikan umumnya muncul ketika delegasi wewenang tidak 

dibarengi dengan evaluasi praktis terhadap kemampuan daerah dan sekolah. Tanggung 

jawab pengelolaan pendidikan seringkali diserahkan kepada pemerintah daerah dan lembaga 

pendidikan dengan asumsi bahwa entitas lokal dapat lebih efektif menangani kebutuhan, 

meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dalam kompetensi teknis, keuangan, dan 

manajerial antar wilayah. Ketika desain desentralisasi memprioritaskan dimensi hukum dan 

administratif di atas pembangunan kapasitas, sekolah di daerah dengan sumber daya terbatas 

menghadapi tantangan tambahan: mereka diwajibkan untuk merumuskan rencana, 

mengawasi anggaran, dan memenuhi kewajiban pelaporan, sementara mengalami 

kekurangan bantuan teknis dan dana. Skenario ini dapat mengancam kualitas layanan dasar, 

sehingga kualitas sekolah sangat bergantung pada keberuntungan kemampuan lokal daripada 

jaminan sistemik. 

Batasan lain adalah potensi fragmentasi kebijakan dan standar kualitas. Desentralisasi yang 

kuat tanpa kerangka nasional yang jelas tentang standar dan metode jaminan kualitas yang 

berkelanjutan dapat menghasilkan kurikulum, pendekatan pedagogis, dan sistem penilaian 

yang sangat bervariasi tanpa acuan kualitas yang terpadu. Keragaman ini dapat dianggap 

sebagai kreativitas lokal; namun, tanpa ambang batas kualitas minimum yang spesifik, siswa 

di wilayah tertentu mungkin menerima layanan pendidikan yang jauh di bawah standar yang 

ditetapkan. Fragmentasi terjadi ketika pemerintah pusat secara rutin mengubah peraturan 

atau meluncurkan program baru tanpa konsistensi jangka panjang, menjebak wilayah dan 

sekolah dalam siklus penyesuaian administratif yang melelahkan daripada meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

Desentralisasi memiliki batasan terkait politik dan tata kelola. Transfer wewenang ke tingkat 

regional dan sekolah tidak secara otomatis menghilangkan praktik patronase, konflik 

kepentingan, atau politisasi peran dalam birokrasi pendidikan. Di beberapa konteks, otonomi 

daerah mungkin memfasilitasi keterlibatan politik lokal yang lebih besar dalam pemilihan 

administrator sekolah, distribusi program, dan alokasi sumber daya. Sistem akuntabilitas dan 
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transparansi yang lemah dapat mengakibatkan desentralisasi hanya memindahkan masalah 

dari otoritas pusat ke daerah, bukan menyelesaikannya (Musli et al., 2021). Dalam konteks 

ini, kepala sekolah dan guru mungkin terjebak antara kewajiban profesional untuk 

meningkatkan kualitas dan tekanan eksternal yang memengaruhi keputusan manajerial, 

sehingga merusak dampak desentralisasi terhadap kualitas pembelajaran. 

Keberlanjutan kebijakan, mengingat batasan-batasan ini, berarti desentralisasi tidak boleh 

dipandang sebagai “paket reformasi sekali jalan,” melainkan sebagai proses jangka panjang 
yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan (Sukodoyo et al., 2025). Kebijakan harus 

dirumuskan dengan alasan berurutan: meningkatkan kapasitas lembaga lokal dan pendidikan, 

menetapkan kerangka kerja data dan jaminan kualitas yang kokoh, serta menumbuhkan 

budaya profesional dan partisipatif sebelum mempromosikan delegasi wewenang yang lebih 

luas. Pemerintah pusat tetap berperan sentral dalam menjaga standarisasi, mengurangi 

ketidaksetaraan regional melalui strategi pembiayaan yang adil, dan memberikan dukungan 

teknis berkelanjutan. Tanpa strategi keberlanjutan, desentralisasi dapat muncul sebagai 

perubahan yang secara permukaan progresif namun menghasilkan hasil kualitas yang lemah 

dan tidak konsisten, sehingga menghambat pencapaian tujuan jangka panjang terkait 

peningkatan kualitas pendidikan dan jaminan akses yang adil. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak desentralisasi pendidikan terhadap kualitas 

sekolah sangat ditentukan oleh desain kebijakan dan kapasitas pendukungnya. Di Indonesia, 

desentralisasi yang masih didominasi pelimpahan kewenangan administratif belum secara 

konsisten meningkatkan kualitas pembelajaran, kinerja guru, dan hasil belajar siswa. 

Sebaliknya, pengalaman Jepang menunjukkan bahwa desentralisasi yang disertai kejelasan 

regulasi, standar nasional yang kuat, profesionalisme guru, dan budaya kolaboratif mampu 

mendukung peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan dan merata. Temuan ini 

menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan tidak cukup dipahami sebagai pelimpahan 

wewenang, melainkan sebagai proses tata kelola yang memerlukan penguatan faktor 

struktural, kelembagaan, dan kultural agar efektif dalam meningkatkan kualitas sekolah, 

sehingga memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar desentralisasi pendidikan di 

Indonesia diarahkan pada penguatan kapasitas substantif pemerintah daerah dan sekolah, 

khususnya dalam pengelolaan pembelajaran dan pengembangan profesional guru, dengan 

tetap menjaga peran strategis pemerintah pusat melalui standar nasional dan sistem 

penjaminan mutu yang kuat. Adaptasi praktik baik dari Jepang, terutama dalam membangun 

budaya profesionalisme dan kolaborasi guru, perlu dipertimbangkan agar otonomi sekolah 

berdampak nyata pada peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk menggunakan data longitudinal dan kajian empiris lintas daerah guna memperdalam 

pemahaman mengenai efektivitas desentralisasi pendidikan terhadap mutu sekolah. 
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